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Magelang, 27 September 2022

Kepada:
NOMOR : 180/ %1z /112 Yth. KEPALA BAGIAN ORGANISASI
SIFAT : Biasa SETDA KOTA MAGELANG

PERIHAL : Rekomendasi Hasil Evaluasi
Produk Hukum Daerah

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TERHADAP PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

A. LATAR BELAKANG MASALAH

1. Bahwa Tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam
menciptakan arsip dan sebagai pedoman umum tata naskah dinas sangat
dibutuhkan dalam upaya memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan
efektifitas atas penyelenggaraan tata naskah dinas;

2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah maka Peraturan
Walikota Magelang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu dievaluasi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Apakah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Walikota Magelang
Nomor Nomor 29 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di

Lingkungan Pemerintah Kota Magelang perlu diubah?



C. KAJIAN DAN PENDAPAT HUKUM

1)

2)

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Pasal 172 huruf
b disebutkan bahwa pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai
berlaku maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
mengatur mengenai naskah dinas produk hukum daerah, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku, dengan demikian bahwa Peraturan Walikota
Magelang Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kota Magelang yang mengakomodir terkait tata

naskah produk hukum daerah agar segera dicabut/perlu disesuaikan.

Bahwa mengenai pedoman tata naskah dinas produk hukum daerah di
Kota Magelang sudah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota
Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah.

D. REKOMENDASI HASIL KAJIAN PERATURAN WALIKOTA

Dengan mendasarkan pada teori sinkronisasi vertikal dan keselarasan dalam

pengaturan tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Kota Magelang perlu
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1)

2)

Guna kepatuhan format dan keseragaman dalam penyusunan naskah
dinas perlu menerbitkan himbauan dan publikasi penggunaan format

naskah dinas yang telah ditetapkan;

Melakukan penyesuaian substansi materi Peraturan Walikota Magelang
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kota Magelang dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi.

Demikian untuk dilaksanakan dan ditindaklanjuti.
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